dalam aturan yang sekarang diberlakukan disebutkan siapa saja yang memiliki hak akses yaitu
pelaku usaha, lembaga online single submission, kementerian/lembaga, Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu provinsi dan kabupaten/kota, administrator kawasan ekonomi
khusus serta badan pengusahaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Kelima Nomor
Induk Berusaha tidak dijelaskan mencakup hal apa saja dalam aturan lama, sedangkan aturan
sekarang dijelaskan meliputi beberapa hal seperti profil, permodalan usaha, nomor pokok wajib
pajak, Klasifikasi baku lapangan usaha dan lokasi usaha. Keenam kaitannya dengan pencabutan
Nomor Induk Berusaha, jika dalam aturan sebelumnya dikatakan Nomor Induk Berusaha dapat
dicabut jika adanya kegiatan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha tidak sesuai dengan Nomor
Induk Berusaha dan atau dinyatakan batal atau tidak sah berdasarkan putusan pengadilan yang
berkekuatan hukum tetap, aturan yang sekarang menambahkan Kriteria baru selain kedua hal
tersebut diantaranya pelaku usaha melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-
undangan terkait perizinan berusaha, pelaku usaha yang mengajukan permohonan pencabutan
Nomor Induk Berusaha disetujui serta adanya pembubaran badan usaha. Ketujuh pada peraturan
yang saat ini berlaku disebutkan bagaimana prosedur dan norma setiap sektor yang termasuk di
dalam perizinan berusaha yang mana terdapat 16 sektor yang memiliki prosedur, norma, serta
kriteria yang berbeda. Pada aturan yang lama terdapat 20 sektor yang mana tidak membedakan

antara prosedur, norma, maupun kriteria pada setiap sektornya.
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BAB Il1

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintah
Kota Yogyakarta dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
atau yang disingkat sebagai DPMPTSP mulai merealisasikan sistem online single
submission pada tahun 2018 sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun
2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Kebijakan dalam Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta terdapat 3 poin. Poin pertama
bahwa dengan adanya Peraturan Pemerintan Nomor 5 Tahun 2021. Kota Yogyakarta
mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha. Kedua DPMPTSP Kota Yogyakarta melakukan perubahan terhadap
struktur organisasi dengan menerbitkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 109 Tahun
2021 dengan mencabut Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 114 Tahun 2020 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Ketiga DPMPTSP kaitannya dengan pelaksanaan,
melakukan pendampingan. DPMPTSP Kota Yogyakarta menyediakan fasilitas
pendampingan bagi para pelaku usaha dengan adanya klinik pelayanan perizinan atau yang
disebut KLIPPER untuk mempermudah pengurusan persyaratan terutama kaitannya

dengan izin mendirikan bangunan.
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B. Saran
Saran yang dapat penulis sampaikan berdasarkan penelitian yang sudah
dilakukan adalah:

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta
melakukan sosialisasi secara intens kepada para pelaku usaha baik secara
virtual maupun tatap muka secara langsung terkait cara kerja sistem online
single submission ini karena tidak dipungkiri walaupun sudah berjalan selama
hampir 4 tahun masih ada pelaku usaha yang kurang paham melakukan
perizinan berusaha melalui sistem online.

2. Pemerintah Kota Yogyakarta segera melakukan penyesuaian baik terkait sistem
maupun prosedur perizinan berusaha karena baru saja dikeluarkannya Peraturan
Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha, yang selama ini aturan mengenai perizinan berusaha
mengandalkan aturan pusat dan keputusan walikota Yogyakarta sekarang

aturan daerahnya sudah dapat digunakan dan direalisasikan.
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